
Atas undang-undang nomor ..f.. ~

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (6)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 tahun 2011
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10
tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemungutan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

WALIKOTAPALEMBANG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PETUNJUKTEKNISPEMUNGUTANRETRIBUSI
PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI

TENTANG

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR a (;b TAHUN2019

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSISUMATERASELATAN

Mengingat

Menimbang:



isyarat, tulisan, gambar.t-~ .4

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota

Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah

Pemerintah Kota Palembang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan Zatau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik SOsial, atau
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi,
Dana Sosial, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau
Organisasi lainnya, Lembaga Dan Bentuk Badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap. Telekomunikasi adalah setiap
pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANWALIKOTATENTANGPETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIANMENARA
TELEKOMUNIKASI

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor
10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 10) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan



.#
dengan cara lain..r

isyarat, tulisan, garnbar, suara, dan bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya.

7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan
penyediaan dan pelayanan telekomunikasi
sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

8. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan
telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika,
televisi siaran, radio siaran, arnatir radio,
komunikasi radio antar penduduk dan
penyelenggara telekomunikasi khusus instansi
Pemerintah tertentu/ swasta.

9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang
berfungsi sebagai penunjang jaringan
telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya
disesuaikan dengan keperluan janngan
telekomunikasi.

10.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan
usaha yang membangun, memiliki, menyediakan
serta menyewakan menara telekomunikasi untuk
digunakan bersama oleh penyelenggara
telekomunikasi.

11.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang
berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang
dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan
untuk membangun menara telekomunikasi.

12.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pe,bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribdai
atau Badan.

13.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

16.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase
tertentu yang ditetapkan untuk menghitung
besarnya Retribusi yang terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan



BABVPRINSIPDANSASARAN.f. Af,

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah
biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Pemerintah Kota dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal6

BABIV
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

(1) Pemerintah Kota berwenang melakukan
pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

BABIII
KEWENANGANPEMUNGUTANRETRIBUSI

Subyek Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakanj memanfaatkan ruang untuk menara
telekomunikasi.

Pasal4

Objek Retribusi Pengendalian Menara Te1ekomunikasi
adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, dipungut retribusi atas jasa
pengendalian menara telekomunikasi

Pasal2

BABII
NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
yang selanjutny disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan
tagihan retribusi darr/ atau sanksi administrative
berupa bunga dan Iatau denda.



(5)Tarif retribusi .. .p.' ~

(3) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi dihitung dengan Tingkat
Penggunaan Jasa dikali tarif Retribusi tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana ayat (2)
merupakan jumlah kunjungan dalam rangka
pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban
biaya.

a. Wilayah I pembangunan menara
telekomunikasi dari atas permukaan tanah
dengan batasan ketinggian maksimum 50
meter meliputi kecamatan Ilir Timur I,
kalidoni, Ilir barat I, Ilir Barat II, Bukit kecil,
Ilir timur II, Sukarame, kemuning, Sako,
seberang ulu I Seberang ulu II, Ilir Timur III.

b. Wilayah II : pembangunan menara
telekomunikasi dari permukaan tanah dengan
batasan ketinggian 72 meter meliputi
kecamatan Gandus, Sematang Borang, Alang
alang Lebar, Kertapati, Plaju, Jakabaring.

c. Wilayah III : pembangunan menara
telekomunikasi yang berada di dalam zona
Kawasan Keselamatan Operasional
Penerbangan, harus mendapatkan
rekomendasi dari Instansi yang berkompeten
dalam pengaturan keselamatan penerbangan.

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tarif pengendalian menara
telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Penggunaan Jasa;
Tarif Retribusi;
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

TR
RPMT

(1) Tarif Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
TPxTR= RPMT
Keterangan :
TP

Pasal8

BABVI
STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSI

Pasa17
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

BABV
PRINSIPDANSASARANPENETAPANTARIFRETRIBUSI



(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai
dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi tahap I.

(3)SKRDsebagaimana dimaksud ..p. ral

Pasal 11

BABVIII
TATACARAPEMUNGUTAN

Masa Retribusi merupakan jangka waktu untuk
mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk
Menara Telekomunikasi yang ditentukan selama 1
(satu) tahun kalender.

Pasal 10

BABVII
MASARETRIBUSI

(1) Tarif Retibusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal9

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya retribusi yang terutang
berdasarkan pada biaya operasional pengendalian
dan pengawasan menara telekomunikasi dengan
memperhitungkan jenis menara tunggal atau
menara bersama, letak geografis, ketinggian dan
jarak tempuh menara.

(6) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan
menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi:
a. honorarium petugas pengawas;
b. transportasi;
c. uang makan;
d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan
kondisi keberadaan stiker j segelj cat sabagai
atribut pada menara Telekomunikasi;

e. alat tulis kantor; dan
f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan
nyata.

(7) Satuan biaya untuk masing-rnasing komponen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung
berdasarkan standar biaya yang berlaku di Kota
yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



'41(6)Format Surat Teguran.r.

(1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau
disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran
sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan
dapat dilakukan dengan STRD.

(2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang mana
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran j peringatan j surat lain yang sejenis.

(4) Surat teguranjperingatanjsurat lain yang sejenis
sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran.

(5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang
dikenakan sanksi administrative berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok
Retribusi terutang.

Pasal 13

BABX
TATACARAPENAGIHAN

pada
yang
dari

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 60 (enam
puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.

(3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan
menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas
Daerah.

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Wajib Retribusi
wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti
transfer ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

(5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud
ayat (3), tercantum dalam Lampiran II
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

BABIX
TATACARAPEMBAYARAN

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib
Retribusi.

(4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



"Apada ayat (4)..}

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)disebabkan adanya
kelebihan pembayaran Retribusi yang telah
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau
Bendahara Penerimaan.

(2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB,Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika menerbitkan
Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan
kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat
Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat
Perintah Pencairan Dana.

(4) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi
dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau
dengan cara lain ke Wajib Retribusi.

(5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran
dilakukan dengan cara lain sebagaimana di maksud

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat
mengajukan permohonan kepada Walikota melalui
Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) Surat Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa Retribusi;
c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
d. bentuk pengembalian; dan
e. bukti pembayaran Retribusi.

(3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan Keputusan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 14

BABXI
TATACARAPERHITUNGANPENGEMBALIAN

KELEBIHANPEMBAYARANRETRIBUSI

(6) Format Surat TeguranfPeringatanfSurat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tercantum dalam Lampiran IVyang mana merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BABXIIIKEDALUWARSAPENAGIHAN.p...fl

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 18

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal17

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas
SKRDatau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan,
kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Pasal16

BABXII
KEBERATAN

pada ayat (4), Dinas Komunikasi dan Informatika
akan merestitusi pengembalian kelebihan
pembayaran dengan mengurangi tagihan retribusi
tahun berjalan.

(6) Bentuk dan isi SKRDLBsebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



'__dBAB XVI PEMANFAATAN.:r..

Pasal21
(1)Walikota dapat memberikan keringanan,

pengurangan, dan pembebasan retribusi.
(2)Ketentuan pemberian keringanan, pengurangan,

dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan

BABXV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN,DANPEMBEBASAN

RETRIBUSI

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

BABXIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa sete1ahmelampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak
pindana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1)tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
dari WajibRetribusi.

Pasal19

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN



HAROBINMASTOFA. 0-;)-
BERITADAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2019 NOMOR .

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 ~a~t 2019
SEKRETARISDAERAH
KOTAPALEMBANG,

~

WALIKOT~ALEMBANG, .

I ...HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal .G.M<J\(.(2.f:; .... 2Q19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasa123

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

(1) Pemanfaatan dari penenmaan retribusi
pengendalian menara telekomunikasi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pengendalian menara
telekornunikasi.

(2)Alokasi pemanfaatan penenmaan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
untuk:
a. biaya operasional pengawasan menara

telekomunikasi;
b. peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur

pelaksana pengendalian menara telekomunikasi;
c. pelayanan administrasi pengendalian menara

telekornunikasi; dan
d. insentif pemungutan retribusi.

Pasa122

BABXVI
PEMANFAATAN



JIARNOJOYO

Maka tarif per menara per tahun di Kota Palembang sebesar Rp. 1.997.500,-

JUMLAH KUNJUNGAN2 KALI 1 HARI 6 MENARA JUMLAH
3 MENARA/TEAM

1 TRANSPORTASI 2 TIM 232 Rp. 600,000 Rp. 278,400,000
2 UANGHARlAN 1 232 Rp. 4,739,250 Rp. 1,099,506,000
3 ATK + pengolah 1 TAHUN Rp. 12,260,000 Rp.12,260,000

data
TOTALBIAYAOPERASIONALPERTAHUN Rp. 1,390,166,000
BIAYARATA-RATAjTARIFMENARAPERTAHUN(696MENARA) Rp. 1,997,364.94
PEMBULATAN Rp. 1,997,365

Maka Biaya Operasional per tahun adalah sebagai berikut :

Uang harian pengawasan menara telekomunikasi di Kota Palembang
ditetapkan sebesar Rp. Rp 4.739.250,- Belanja bahan habis pakai berupa Alat
Tulis Kantor adalah Rp. 9.600.000,- / tahun.
Pengolah data survey terdiri dari 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.330.000,-/ orang

Penggunaan Tarif Tunggal
Jumlah kunjungan ke menara per tahun ± 696 x 2 = 1.392 kunjungan.
Jika dalam 1 hari = 6 kunjungan, maka untuk 1.392 kunjungan dibutuhkan
232 hari kerja.

Kota Palembang menetapkan belanja barang dan jasa sebesar :
Biaya transportasi dalam Kota di kota Palembang adalah Rp. 600.000,- per
hari, pengawasan menara telekomunikasi di Kota Palembang di lakukan oleh 2
(dua) tim.

Kota Palembang Memiliki ± 696 Menara Telekomunikasi.
Pengawasannya terhadap masing - masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara
adalah 2 (dua) tim yang berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 orang
koordinator tim Aparatur Sipil Negara dan 4 orang petugas survey Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bersama 2 (dua) orang pengelola data dan
melakukan pengawasan ke 6 (enam) menara. Setiap tim melaksanakan
pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari nya.

CONTOHPERHITUNGANTARIFRETRIBUSI
PENGENDALIANMENARATELEKOMUNlKASI

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG
NOMORa.'-TAHUN 2019
TENTANGPETUNJUKTEKNIS
PEMUNGUTANRETRIBUSIPENGENDALIAN
MENARATELEKOMUNlKASI



...................................................................................................................................

...................................................................................................................................1. Nama Wajib Retribusi

2. No. Identitas Menara

TANDA TERIMA
NO. Seri SKRD :

Yang Menerima

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SKRD No. Seri :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SuratKetetapanRetribusiDaerah)
KOTA PALEMBANG Masa Retribusi :

JI. NyomanRatuNo.1271PalembangTip0711-352271 .........................

WAJIB RETRIBUSI
Nama Wajib Retribusi
Alamat Wajib Retribusi

Jenis Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Alamat Menara

Kelurahan
Kecamatan
Koordinat : S = E=

No. Identitas Menara Tinggi Menara m Tahun
Golongan Retribusi Jasa Umum

KETETAPANRETRIBUSI
Jumlah retribusi yang harus dibayar
DenganHuruf

Tanggal Jatuh Tempo

PERHATIAN
1. Pembayaran Retribusi dilakukan dilakukan di Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui Bank Sumsel-Bobel Cabang Kota

Palembang dengan nomor rekening 150.30.00001 atas nama: Pemerintah Kota Palembang.
2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang memboyor, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesor 2% (duo persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan a~au denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang boyar (Perda No. 10 Tahun
20l7).

Palembang, ............................................. 20 .......

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang

NIP .................................................

Ruang untuk Teraan Kas Diterima Oleh,
Register/Tanda Tangan Petugas Petugas Tempat Pembayaran Penyetor,

Penerima.
Tanggal
.....................................

Tanda Tangan : .....................................
Nama Terang
.....................................

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
~")- TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNlKASI

LAMPlRAN I
NOMOR
TENTANG



STRD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG (Surat Tagihan Retribusi Daerah) No. Urut:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PALEMBANG

Masa Pajak: ................................
I I I I I I I

JI. Nyoman Ratu No.1271 Palembang Tip 0711-352271 Tahun ...................................

Nama

..........................................................................................................................................................

Alamat

..........................................................................................................................................................

NPWRD :1 I I I I I I I I I I I I I I I I
Tanggal Jatuh Tempo ......................................

I. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau
keterangan laun atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening Retribusi I I I I I I I
Nama Retribusi ................................ ,.........................................................

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.
................................................................

2. Sanksi Administrasi
a. Bunga ( Ps.5 (8) ) Rp.
................................................................
3. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar ( 1 + 2a ) Rp.
................................................................

I Dengan Huruf I 1

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKPatau kasDaerahmelalui Bendahara Penerimaan.
2. Apabi/a STRDini tidak atau kurang dibaya setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRDini diterima

dikenakon sanksiadministrasi berupa bunga sebesar2% (duapersen)per bulan

Palembang, ............................................. 20 .......

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang

NIP .................................................

FORMATSTRD

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
,J..'). TAHUN 2019

TENTANGPETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTANRETRIBUSI
PENGENDALIANMENARA
TELEKOMUNIKASI

LAM PIRAN II
NOMOR
TENTANG



NIP .

Palembang, 20 .

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu

7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan

kepada kami Kepala bidang Pos dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Dengan Huruf :

Jenis Retribusi Tahun Nomor & Tanggal STRD Tanggal Jatuh Tempo
Jumlah

Tunggakan (RP)

Jumlah

berikut :

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *) sebagai

Nomor: / / / 20 .

SURAT TEGURAN

di

Kepada Yth.

FORMATSURATTEGURAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PALEMBANG
JI. Nyoman Raw No.1271 TIp 0711-352271 Fax 0711-353262

Website: www.Kominfo.palembang.go.id mail: kominfo@palembangkota.go.id

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANGJ.a- TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNlKASI

LAMPlRAN III
NOMOR
TENTANG



( )( )( " )

Bendahara Penerimaanj
Pengeluaran

Kepala Dinas
Kominfo Kota Palembang

Bukti Transfer Bank Diterima
Tanggal

Palembang, 20 .

No.
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (RP)

Urut

Harap Menerima Uang Sebesar Rp .

Dengan huruf :

Rekening Nomor : .

Penyetoran dilakukan pada
tanggal:

SURATTANDASETORAN
Nomor: .Setoran Tahun :

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Lembar I untuk PemilikjPenyedia Menara
Lembar II untuk DinasKominfo Kota Palembang
Lembar III untuk DispendaKota Palembang

FORMAT SURATTANDA SETORAN

PE~TURAN WALIKOTA PALEMBANG
r}-~ TABUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

LAMPIRAN IV
NOMOR
TENTANG



NIP .

KepalaDinasKomunikasidan Informatika
Kota Palembang

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. Atas kerja samanya diucapkan

terima kasih.

1. . .
2 .
3 .

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor :

...........................................tanggal , prihal retribusi .

................... .., perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara untuk melengkapi

segerasetelah diterimanya surat ini, diantaranya :

di

Palembang, 20 .

KepadaYth.

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Nomor

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PALEMBANG
JI. Nyoman Ratu No.1271 TIp 0711-352271 Fax 0711-353262

Website: www.Kominfo.palembang.go.id mail: kominfo@palembangkota.go.id

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
~;r TAHUN 2019

TENTANGPETUNJUKTEKNIS
PEMUNGUTANRETRIBUSI
PENGENDALIANMENARA
TELEKOMUNlKASI

LAMPlRAN V
NOMOR
TENTANG



NIP .

KepalaDinasKomunikasidan Informatika
Kota Palembang

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. Atas kerja samanya diucapkan

terima kasih.

1. . .
2 .
3 .

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara

Nomor : .. tanggal , prihal retribusi

perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara untuk melengkapi

sebagaiberikut :

di

Palembang, 20 .

KepadaYth.

SURAT PANGGILAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PALEMBANG
JI. Nyoman Ratu No.1271 TIp 0711-352271 Fax 0711-353262

Website: www.Kominfo.palembang.go.id mail: kominfo@palembangkota.go.id

Nomor

FORMAT SURAT PANGGILAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
a--'d- TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

LAM PIRAN VI
NOMOR
TENTANG



( )
Nip ..

( )( )
Nip .

Petugas Pemeriksa,Wajib RetribusiKepala Dinas Kominfo
Kota Palembang

Adapun hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya, atas perhatiannya

diucapkan terima kasih.

Catatan
Nomor

Lampiran
Objek dan Tujuan

Pemeriksaan
Nama NPWRD dan

Alamat
No

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : .

tanggal , telah dibukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :

di: Laporan PemeriksaanPrihal

Lampiran

Nomor
Kepada Yth.

Palembang, 20 .

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PALEMBANG
JI. Nyoman Ratu No.1271 TIp 0711-352271 Fax 0711-353262

Website: www.Kominfo.palembang.go.id mail: kominfo@palembangkota.go.id

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PE~TURAN WALIKOTA PALEMBANG
d-,. TAHUN 2019

TENTANGPETUNJUKTEKNIS
PEMUNGUTANRETRIBUSI
PENGENDALIANMENARA
TELEKOMUNlKASI

LAMPIRAN VII
NOMOR
TENTANG


